KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAMN

MNEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Mentmbang

Mengingat

NOMOR 2% TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL ULUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA RANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

a  bahwa dalam mangka pelaksanaan ketentuan Pasal

§ ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Madmasah, perlu membenkan izin Operasional
trrhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor
Wilayah Kementenan Agama Provinsi Kalimarntan
Selatan,

bahwa dalam rangka meningkathkan akses
pendidikan  madrasah  yang  bermutu. periu
membenkan kesempatan masyarakat melalui
Organisas berbadan hukum untuk
menyelenggarakan  madrasah  sesuai dengan
standar nasional pendidikan,

bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampuran
keputusan  inl  telah  memenuhi persyaratan
administranf, teknis, dan kelayakan yang telah
ditetapkan;

bahwa bLerdasarkan pertimbangan sebagasmana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan hurufl €.
periu menetapkan  Keputusan Kepala  Kantor
Wilayah Kementenan Agama Provinsi Kalimantan
Selatan  tentang Penetapan lzin Operasional
Pendinan  Madrasah  Aliyah  Miftahul Ulum
Kabupaten Hulu Sungal Utara;

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003

lentang
Sistem  Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2003 Nomeor 78,




Tamtmhan Lembaran Negara Bepubldih Indonesss
Nomor 4301,
Undang undang Nomer 14 Tahun 2008 trritang

Ouru  dan Dosen  [Lembsaran Iwm
Indenesia Tahun 2008 Nemer 157,

lembmran  Negaum  Republik  indonesta  Nomer
ELLTTE

Peraturan Pemermiah Nemor 19 Tabun 2008
lrntang Swuandar Nasonal Persledikan [Lembaran
Negarn Republik Indonesta Tahun 2008 Nomor 41,
Tambuhan Lembaran Negars Republik Indosesis

Nomor 4496) sebagaimanas telah diutmh
Frratumn  Pemernh Nomer 12 Tahun 2012

Tahun 2013 Nemor TI, Tamtmhan Lembaran
Neganrm Repubilik |ndonesia Nomos 54100

Peruturan Pemerintah Nomor 47 Tahun JO0OA
teitang Wanb Delajar (Lembaran Negam Repablik
Indoresia Tahun 2008 Somor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonests  Nomor
4861,

Peratutan Pemerntah Nomor 48 Tahun 2008
trntang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,

Tambahan Lembaran Negara Frpublik Indonesia
Nomor 4864),

Peraturan Pemermiah Nomor 74 Tahun 2008
tentang  Ouru  (lLembaran  Negara  Republik

Negara
Republik Indonesia Tahum 2017 Nomor 107,

Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia
Nomor 6058);



Menetapkan

KESATU

- )=

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Prasarana untuk  Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menten Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayann Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas
Pendidikan Agama Islam  pada Sekolah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

Kementerian Agama,

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor
90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah;

13, Keputusan Menteri Agama Nomor 207A Tahun
1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian

Wewenang di Lingkungan Departemen Agama,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
MIFTAHUL ULUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Memberikan izin operasional pendinan madrasah
kepada madrasah scbagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan



oA

dar, lrp2ans. w5

KELAUN mmmimmwﬂ
rrungsat, wapl

KETIOA alam hal prreembangen madoasah wlegaTara

KEEMPAT Dalam hal periembangan madrasah sebagammana

memenuhi standar priayanan mnienal
penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil aicreditas
webagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak
mendapat peringiat minimal C, maka operasional
sehagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dicabut.

KELIMA Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan,
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalamn Keputusan ini, akan diperbaiki sebagammana

mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24U Mei 2019




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH  KEMENTERIAN AGAMA
PROVINS! KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 243 TAHUN 2019

TENTANG PENETAPAN IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
ALIYAH MIFTAHUL ULUM KABUPATEN

HULU SUNCAI UTARA

TENTANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

"1 Nama Madrasah Madrasah Aliyah Miftahul Ulum
"5 Nomor Statistik Madrasah | 13 1263080103

'3 "Alamat Madrasah JI. Kall Paminggir
Desa/Kelurahan Ambahai

| Kecamatan Paminggir
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Provinsi Kalimantan Selatan

et .

| 4  Nama Organisasi Yayasan Miftahul Ulum Ambahai
Penyelenggara

"5 Akte Notaris Organisasi | Nomor 19 Tahun 2016
Penyelenggara

& Penpesahan Akte Notaris | SK  MENKUMHAM Rl Tanggal 8
| Organisasi Penyelenggara | September 2016

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Mei 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
- ~KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
ALIMANTAN SELATAN,
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